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Intisari

Penelitian ini membahas mengenai Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat yang berpotensi terjadi 
ketidaksesuaian baik secara formil maupun materil dalam pembentukannya. Selain 
itu, juga berpotensi menjadi produk hukum yang non pluralis. Tujuan penelitian ini 
ada dua. Pertama, menganalisa kesesuaian asas pembentukan peraturan perundang-
undangan di dalam Peraturan Daerah (Perda); kedua, menganalisa penerapan Perda 
terhadap ormas keislaman di Bangkalan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
normatif-empiris. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini menganalisis aspek 
hukum yang terkandung dalam Perda tersebut, sedangkan pendekatan empiris 
digunakan untuk melihat bagaimana Perda tersebut diterapkan dalam kehidupan 
masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara studi 
kepustakaan dan menggali informasi di lapangan. Data yang telah terkumpul 
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh di 
lapangan, guna menganalisis permasalahan hukum yang diangkat sehingga 
didapatkan solusi yang tepat. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama, Perda 
Nomor 2 Tahun 2019 dianggap tidak selaras dengan asas formil dan materil sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedua, Perda Nomor 2 Tahun 
2019 tidak menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, melainkan lebih 
dimanfaatkan oleh elite politik sebagai taktik pengalihan dari kasus korupsi di 
Kabupaten Bangkalan. 

Kata Kunci: Perda, Peraturan Perundang-Undangan, Hak Asasi Manusia, 
Pluralisme Hukum.
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Abstract

This research discusses the formation of Regional Regulation Number 2 of 2019 
concerning Bangkalan City of Dhikr and Sholawat which has the potential for 
discrepancies both formally and materially in its formation. Apart from that, it also 
has the potential to become a non-pluralist legal product. There are two aims of 
this research. First, analyze the suitability of the principles for the formation of 
statutory regulations in Regional Regulations (Perda); second, analyze the 
application of regional regulations to Islamic mass organizations in Bangkalan. 
This research uses a normative-empirical approach. Through a normative 
approach, this research analyzes the legal aspects contained in the Regional 
Regulation, while an empirical approach is used to see how the Regional 
Regulation is implemented in people's lives. Data collection techniques in this 
research were carried out using literature studies and gathering information in the 
field. The data that has been collected is then analyzed qualitatively using data 
obtained in the field, in order to analyze the legal problems raised so that the right 
solution is obtained. The results of the research in this thesis are, first, Regional 
Regulation Number 2 of 2019 is considered not in line with the formal and material 
principles in accordance with Law Number 12 of 2011. Second, Regional 
Regulation Number 2 of 2019 does not solve social problems in society, but is rather 
utilized by the political elite as a diversion tactic from corruption cases in the 
Bangkalan Regency.
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